
PENGARUSUTAMAAN TENT ANG DAERAH PERATURAJ\" 
GE:NDl~R. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
dan 

J3UPATI PEMALANG 

Dengan Persetujuan Bersama 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Un ang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi J awa 
Tengah; 

3. Un iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
558 7) sebagair ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Un· ang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tarnbahan Lem' iaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang untuk bebas dari 
perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan 
mewujuclkan keadilan dan kesetaraan gender; 

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan 
dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi 
pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, 
perencanaan, -elaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan 
evaluasi atas k bijakan, program, dan kegiatan pembangunan 
yang responsif gender di daerah sehingga kesejahteraan dan 
keadilan sosial masyarakat dapat terwujud; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum 
kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan 
gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan 
gender; 

d. bahwa berdasar an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang ?engarusutamaan Gender; 

BUPATI PEMALANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 10 TAHUN 2022 

BUPATI PEMALANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 
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. . masmg-masmg. 
16. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya 

berpartisipasi secara aktif dan produktif secara sosial, ekonorni dan politik 
dalarn masyarakat terrnasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja 
dan pekerjaan, inforrnasi dan manfaat. 

Dalam Peraturan D· erah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pcrnalang 
2. Bupati adalah Bupati Pernalang 
3. Pemerintah Daerah aclalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang rnemimpin pe.laksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonorn. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

6. Pengarusutarnaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah 
strategi yang dibangun intuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi 
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. 

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh ke empatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan clan kcamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil 
pern ban.gun an. 

8. Keadilan Gende. adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. 

9. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan 
kesernpatan, akses, part isipasi, clan manfaat antara perempuan dan laki-laki 
yang dapat terjadi dalarn proses pembangunan- 

10. Perencanaan Responsif G nder adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, keb tuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 
perernpuan dan laki-Iaki 

11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang 
kondisi laki-laki dan perern iuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, 
partisipasi, km .trol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan 
untuk mengungkapkan akar perrnasalahan terjadinya ketimpangan 
kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan 
perern puan. 

12. Kelornpok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarusutarnaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 

13. Tim Penggerak PUG adalah kelembagaan utarna dalam pelaksanaan PUG 
yang beranggo1.akan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang pengawasan. 

14. Tim Teknis PUG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur 
yang rnernaham anali i anggaran yang responsif gender. 

15. Focal Point PCG adalah aparatur Perangkat Daerah yang rnernpunyai 
kernampuan untuk rnelakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya 

Pasal 1 

BAB I 
KETE>ITUAN UMUM 
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Ruang lingkup Peraturan Daerah terdiri atas: 
a. perencanaan; 
b. pelaksanaan; 
c. rencana aksi daerah; 
d. kerja sama; 
e. pelaporan, pernantauan, dan evaluasi; 
f. penghargaan; 
g. pembinaan dan pengawasan; dan 
h. pembiayaan. 

Pasal 5 

Pelaksanaan PUG bertujuan: 
a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi 

pengintegrasian gender yans; dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, clan evaluasi atas kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan di Daerah; 

b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 
Iaki-laki dan perempuan; 

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
berbangsa, dan bernegara: 

d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; 
e. meningkatkan kesetaraan clan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 

tanggung jawab laki-Iaki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya 
pembangunan; dan 

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangaru 
pemberdayaan perernpuan. 

Pasal 4 

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat yang responsif gender. 

Pasal 3 

PUG dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. keadilan; 
b. kesetaraan; 
c. inklusi; 
d. partisipatif; 
e. non diskriminatif; 
f. penghormatan terhac.ap hak asasi manusia; dan 
g. sinergitas. 

Pasal 2 

17. Partisipasi adala h keikutsert aan seseorang a tau kelompok baik secara fisik, 
mental spiritual dalarn suatu kegiatan dan/ atau dalam pengambilan 
keputusan. 

18. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan 
mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suati sistem siapa 
punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan kewenangan. 

19. Manfaat adalah kegunaan surnberdaya yang dapat dinikmati secara optimal. 
20. Data Terpilah aoalah data yang clipilah menurut jenis kelamin dan umur. 
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tanunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 
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(1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan 
melalui implementasi 7 (tu 1Jh) prasyarat PUG yaitu: 
a. komitmen; 
b. kebijakan; 
c. kelembagaan: 
d. sumber daya manusia dan anggaran; 
e. data terpilah; 
f. alat analisis gender; dan 
g. peran serta masyarakat, 

(2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan yang luas terhadap 
Akses, Partisipasi, Kontrol, C: an Manfaat dalam pelaksanaan PUG. 

Pasal 9 

Pasal 8 
(1) Bupati bertanggungjawab aias pelaksanaan PUG. 
(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilimpahkan kepada Wakil Bupati. 
(3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

Perangkat Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perencanaan dan rnelibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kebijakan, program, 
kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1] diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub 
kegiatan pembangunan yang responsif gender. 

(2) Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah. 

(3) Penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan 
yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui Analisis Gender. 

(4) Pelaksanaan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki 
kapabilitas di bidangnya. 

(5) Perangkat Daerah yang menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
perencanaan mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah yang :~esponsif gender. 

Pasal 6 

BAB II 
PER EN CANAAN 

- 4 - 
 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id



Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas: 
a. mempromosikan dan rnemfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat 

Daerah; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa dan 

lurah; 

Pasal 15 

(1) Pokja PUG seb: gaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibentuk dalam 
upaya percepatan pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat Daerah. 

(2) Susunan Pokja ~ UG sebagm:mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Kepala Perangkat Daeral; yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG; 
b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai 
sekretaris Pokja PUG; dan 

c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, sebagai anggota Pokja PUG. 
(3) Pembentukan Pokja PUG scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati 

Pasal 14 

Paragraf 1 
Pokja PUG 

Kelembagaan PUG terdiri atas: 
a. Pokja PUG; 
b. Tim Penggerak PUG; 
c. Tim Teknis PUG; dan 
d. Focal Point PUG. 

Pasal 13 

Bagian Keempat 
Kelernbagaan 

Kebijakan sebagaimana dirnaks id dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berlaku mutatis 
mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 12 

Bagian Ketiga 
Kebijakan 

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diwujudkan dalam bentuk 
produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan dalam rangka percepatan 
pelaksanaan PUG dan pembangunan yang responsif gender. 

Pasal 11 

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Komitrnen 
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Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai 
tugas dan fungsi sebagai berikut: 
a. Perangkat Daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan mengoordinasikan perencanaan pembangunan, melakukan 
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Daerah; 

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan, merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan 
terhadap dokumen anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender; 

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mendorong dan melakukan 
sosialisasi dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah, dalam rangka 
meningkatkan kapasita SDM terkait PUG dan percepatannya melalui 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan 

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan, melaksanakan oengawasen atas perencanaan, penganggaran dan 
pelaksanaan PUG di aerah. 

Pasal 17 

Pasal 16 
(1) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dibentuk 

untuk: 
a. memastikan peningkatan mutu pelaksanaan PUG; dan 
b. mendorong kornitmen pimpinan dalam pelaksanaaan PUG. 

(2) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tediri atas: 
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perencanaan; 
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan perlindungan anak; 
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pengelolaan keuangan; dan 
d. Perangkat Daerah yang mcnvelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

pengawasan. 
(3) Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Paragraf 2 
Tim Penggerak PUG 

c. menyusun program kerja setiap tahun; 
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif 

gender; 
e. menyusun rencar a kerja Pokja PLG setiap tahun; 
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
h. menyusun profil gender Daerah; 
i. melakukan pemantauan pelak sanaan PUG di masing- masing instansi; 
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah; 
k. menyusun Renea a Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; dan 
1. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing­ 

masing Perangkai Daerah. 
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Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; 
b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing masing Perangkat 

Daerah; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat 

Daerah yang responsif gender; 
d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender 

kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; 

Pasal 21 

(1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dibentuk 
dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat 
Dae rah. 

(2) Susunan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. penanggungjawab, yang clijabat oleh Kepala Perangkat Daerah; 
b. ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah; 
c. sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi 

perencanaan; dan 
d. anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah. 

(3) Pembentukan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputu san Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal20 

Paragraf 4 
Focal Point PUG 

Tim Teknis PUG sebagairnana dirnaksud dalam pasal 18 ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. melakukan analisis gender te .hadap anggaran daerah; 
b. melakukan advokasi penyusunan anggaran yang responsif gender; 
c. melakukan monitoring dan evaluasi anggaran daerah yang responsif gender; 

dan 
d. menyusun laporan hasil analisis anggaran daerah yang responsif gender dan 

menyampaikannya kepada Ketua Kelompok Kerja PUG. 

Pasal 19 

(1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibentuk 
untuk melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG. 

(2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua 
Pokja PUG. 

(3) Tim Teknis beranggotakan Aparatur Sipil Negara yang memahami 
analisis anggaran yang responsif Gender. 

(4) Dalam melakukan analisis terhadap anggaran penyelenggaraan PUG 
sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan 
tenaga ahli atau akadernisi yang memahami analisis anggaran responsif 
Gender. 

(5) Pembentukan Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG. 

Pasal 18 

Paragraf 3 
Tim Teknis PUG 
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(1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dituangkan 
dalarn penyusunan GBS. 

(2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar 
Perangkat Daerah dalam menyu sun kerangka acuan kegiatan dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dengan dokurnen Rencana Kerja Anggaran/ 
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. 

Pasal 27 

Analisis Gender terhadap )encana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dilakukan 
oleh masing masing Perangkat Daerah. 

Pasal 26 

(1) Untuk memperoleh data tentang Akses, Partisipasi, Kontrol clan Manfaat 
pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan Analisis Gender. 

(2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menggunakan metode GAP, SWOT, PRO BA dan/ atau metode analisis 
lain yang sesuai. 

Pasal 25 

Bagian Ketujuh 
Alat Analisis Gender 

Mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan Data Terpilah disdenggarakan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
komunikasi dan informatika. 

Pasal24 

Pasal 23 
(1) Data Terpilah dihimpun dan direpresentasikan berupa data kuantitatif, data 

kualitatif, dan/ atau insiden khusus. 
(2) Data Terpilah menggambarkan peran, kondisi umum, status, dan kondisi 

perempuan maupun laki-Iaki dalam setiap aspek kehidupan masyarakat 
diseluruh bidang pernbang nan. 

Bagian Keenam 
Data Terpilah 

( 1) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas dan 
keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan 
program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

(2) Pemerintah Daerah mcngalokasikan anggaran penyelenggaraan program dan 
kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Sumber I aya Manusia dan Anggaran 

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan 
kegiatan pada unit kerja; clan 

f. melaporkan pelaksanaan PUCr kepada pimpinan Perangkat Daerah. 
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( 1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan 
PUG. 

Pasal 30 

BABV 
KERJA SAMA 

(1) Dalam rangka rnengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah 
menyusun RAD PUG. 

(2) Penyusunan RAD PU(; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan: 
a. sebagai pancluan dan arahan dalam menyusun kebijakan, program dan 

kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, clan evaluasi 
pembangunan yang respo: sif gender; 

b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah 
untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh Akses, 
Partisipasi, mempunyai Kontrol dan memperoleh Manfaat yang adil dari 
pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya Keadilan dan 
Kesetaraan Gender; dan 

c. memperkuat sistem clan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi 
Daerah dalam mengimplernentasikan PUG. 

(3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah; 
b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; 
c. penguatan kelembagaan : 1UG di Daerah; dan 
d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah. 

(4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen 
perencananan pemhangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). 

(5) RAD PUG sebagaimana dirriaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 29 

BAB IV 
RENCANA AKSI DAERAH 

(1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga, 
dunia usaha dan media massa dapat berperan serta dalam pelaksanan PUG di 
daerah. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan 
cara: 
a. melakukan Perencanaan : ~esponsif Gender; 
b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong Kesetaraan 

Gender; 
c. menerapkan komporien PUG clalam kelembagaan; 
d. penyediaan media kornunikasi, informasi dan edukasi ten.tang PUG di 

lingkungan keluarga, rnasyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik; 
dan 

e. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak 
gender. 

Pasal 28 

Bagian Kedelapan 
Peran Serta Masyarakat 
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r . 
f 

Pasal 34 
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 
(2) Pemantauan dan evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

pada setiap Perangkat Daerah. 
(3) Pemantauan dan eval asi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan 

program dan kegiatan tahun berikutnya. 
(4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan 

kebijakan, prog ... am dan kegiatan tahun berikutnya. 

Bagian Kedua 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 33 
(1) Focal Point PUG menyampail an laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG 

melalui Kepala Perangkat Daerah. 
(2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan. 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

BAB VI 
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Kerja sama sebagaimana dima sud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (1), antara lain: 
a. pertukaran inforrnasi; 
b. bantuan teknis; 
c. penyusunan strategi bersama; 
d. pembentukan model yang mengintegrasikan isu gender; 
e. penyusunan kajian, peneli1ian dan pengembangan studi yang responsif 

gender; 
f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan penyediaan komunikasi 

dan informasi yang responsif gender; dan/ a tau 
g. peningkatan koordinasi dun kerja sama melalui sosialisasi, advokasi, 

fasilitasi kebijakan, prograsn, kegiatan dan penganggaran yang responsif 
gender. 

Pasal 31 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 
dengan: 
a. pemerintah provinsi; 
b. pernerintah kabupaten/kota; 
c. perguruan tinggi; 
d. organisasi kemasyarakatan; 
e. badan usaha; 
f. media massa; dan/atau 
g. organisasi lainnya yang sah. 
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Pendanaan dalam pelaksanaan PUG dapat bersumber dari: 

Pasal 38 

BAB IX 
P.wNDANAAN 

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG. 
(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) secara teknis 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pengawasan. 

Pasal 37 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Bupati melakukan pernbinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi: 
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, 

dan Desa/Kelurahan; 
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, 

pendampingan, advokasi, dan koordinasi; 
c. pemantauan dan eve uasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan 

Desa; 
d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Penggerak PUG, Tim Teknis; dan Focal 

Point PUG; dan 
e. strategi pencapaian kinerja, 

Pasal 36 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENG A WASAN 

(1) Pemerintah Daerah dapat mernberikan penghargaan kepada setiap orang, 
kelompok masyarakat, Perangka.t Daerah, akademisi, dunia usaha dan media 
massa yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. piagam; 
b. piala; 
b. uang pembinaan; dan/ atau 
c. program pembinaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pemberian penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 35 

BAB VII 
PENGHARGAAN 

(5) Perangkat Daerah yang me nyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan melakuka.n evaluasi secara makro pelaksanaan PUG terhadap 
dokumen perencanaan pembangunan Daerah. 

(6) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan 
Tinggi, Pusat Studi Gender, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 
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<; 
~I SUB'r KTO, SH, MSi 

--·p i a Tingkat I 
NIP. 19650218 199203 1 006 

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH: (10-334/ 2022) 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG 

LEMBARAN DAERAH KABUPAl'EN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 10 

MOH. SIDIK 

ttd 
cap 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANCr 

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, 

Diundangkan di Pernalang 
pada tanggal 23 Desernber 202'..2 

MANSUR HIDAYAT 

ttd 
cap 

Plt. BUPATI PEMALANG 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Pemalang, 
pada tanggal 23 Desember 202 

Agar setiap orang mcngetahi, in.ya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 40 

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan 
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 39 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pengarusutarnaan Gender (PUG) adalah proses untuk menjamin 
perempuan dan laki-Iaki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber 
daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan 
dan seluruh program serta kcbijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres Nomor 
9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 
Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki 
akses,partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap 
tahapan mernbangunai . Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan 
partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan 
manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. 

Pengarusutarnaan Gende mengamanatkan strategi yang menjamin 
permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses mulai dari 
perencanaan dan penganggara . , pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 
seluruh kebijakan , program dan kegiatan nasional, provinsi, dan 
kabupaten/kota pada sernua bidang pembangunan. Proses ini untuk 
menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses 
pembangunan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 20 11 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1!5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Ge-nder di Daerah yang menginstruksikan untuk 
mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran dimana 
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif 
gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD); Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 
Rencanan Kerja Pcmerintah Daerah (RKPD); Rencana Strategis Perangkat 
Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(KPPPA) telah m netapkan 7 prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perernpuan clan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 
Tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 
Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak. Dalam PermenPPPA 
tersebut dikata.kan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat 
PUG yaitu kornitrneri, ebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan 
anggaran, data dan sistern m.formasi, metode dan peran serta masyarakat. 
Pencapaian 7 prasyarat PUC} rnenjadi urgen untuk mendorong percepatan 
kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan 
agar 7 prasayarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik. 

Guna rneningkatkan kornitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan 
Pengarusutamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gen er dalarn pembangunan di daerah maka pemerintah 
Kabupaten Pemalang membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pengarusutamaan Gender. 

I. UMUM 

TENT ANG 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 

PERAT. RAN DAERI\H KABUPATEN PEMALANG 
NO.t10R 10 TAHUN 2022 

PENJELASAN 
ATAS 
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Huruf a 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah 
perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam 
keseluruhan proses kebijakan pembangunan, yaitu 
dcngan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, 
kesulitas, hambatan sebagai perempuan dan sebagai 
laki-laki mtuk mendapatkan akses dan manfaat dari 
usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi 
dalam mengarn bil keputusan berkaitan dengan 
kebutuhan, aspirasi serta dalam memperoleh 
penguasaan (kontrol] terhadap sumber daya. 

Hurufb 
Yang dirnaksud dengan "asas kesetaraan" adalah 
kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati 
status yang seta a dan memiliki kondisi yang sama 
untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan 
potensinya "lag1 pembangunan di segala bidang 
kehidupan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah 
pendekatan untuk membangun dan mengembangkan 
sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak 
masuk dan :mengikutsertakan semua orang dengan 
berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, 
kemampuan. status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. 

Huruf d 
Yang dimaksud clengan "asas partisipatif' adalah hak 
masyarakat .intuk terlibat dalam proses tahapan 
perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif 
terhadap kelompok masyarakat rentan dan 
termarginalkan untuk mengakomodasi setiap anggota 
n asyarakat untuk berperan aktif dalam proses 
pcngambilan xeputusan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

Huruf e 
Yang dimaksi: d dengan "asas non diskriminatif' adalah 
asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala 
hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas 
dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan 
gender. 

Huruf f 
Yang dimaksud clengan "asas penghormatan terhadap 
hak asasi marrusia" adalah bentuk upaya penghormatan 
terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah 
diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran 
atau kehadirannya didalam masyarakat seperti ras, 
agama, jenis kelamin dan lainnya yang bersifat asasi 
serta universal. 

Cukup Jelas. 

r. 
t< 

Pasal 2 

Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 
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Ayat (1) 
Cukup .Jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah" meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 25 (dua puluh 
lima) tah un 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjut nya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
t.erhitung se; ak dilantik sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan Kepala Daerah. 

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu] tahun 

d. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lirna) tahun. 

e. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

f. Rencana Ke ja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 
oelanja P<:· angkat Daerah atau dokumen yang 
mernuat rencana pendapatan, belanja, dan 
Pern biaya an Perangkat Daerah yang melaksanakan 
~ungsi bendahara umum daerah yang digunakan 
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

Ayat (3) 
Cukup .Ielas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5) 
Cukup .Jelas. 

Cukup elas. 

Cukup ,: elas. 

Cukup elas. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan "asas sinergitas" adalah upaya 
mernbangun clan memastikan kerjasama yang procluktif 
serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. 
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Pasal 23 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Data Kuantitatif' adalah jenis 
data yang dapat diukur, dihitung, serta dapat 
dicleskripsikan dengan menggunakan angka. 
Yang dimaksud dengan "Data Kualitatif' atau disebut 
juga data naratif adalah data yang menjelaskan suatu 
fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak 
dapat dihitung: 

Cukup .Jelas. 
Pasal 22 

Cukup .Ielas. 
Pasal 21 

Pasal 20 
Cukup .Jelas. 

Cukup .Jelas. 
Pasal 19 

Cukup .Jelas. 
Pasal 18 

Cukup .Jelas. 
Pasal 17 

Cukup .Ielas. 
Pasal 16 

Cukup .Jelas. 
Pasal 15 

Cukup .Ielas. 
Pasal 14 

Pasal 13 
Cukup .Ielas. 

Cukup .Ielas. 
Pasal 12 

Cukup .Jelas. 
Pasal 11 

Cukup .Jelas. 
Pasal 10 

Cukup .~-ela~ .. 
Pasal 9 

Cukup ,J elas .. 
Pasal 8 

Cukup .lelas. 
Pasal 7 
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Pasal29 
Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan "Rencana Aksi Daerah PUG" 
yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen 
perenc anaan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

Cukup .Jelas. 
Pasal28 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Yang dimak sud dengan "GBS" yang merupakan 
kependekan lari Gender Budget Statement adalah 
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan 
telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, 
dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 
kegialan yang menangani pennasalahan kesenjangan 
gender. 

Ayat (2) 
Cukup .Jelas. 

Cukup .Jelas. 
Pasal 26 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup .Jelas . 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "GAP" yang merupakan 
kepenclekan dari Gender Analysis Pathway adalah suatu 
alat anahsis gender yang dapat digunakan untuk 
mem ban tu para perencana dalam melakukan 
pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ 
program/ kegiatan pembangunan. 
Yang dirnaks id dengan "PROBA" yang merupakan 
keperidekan dari Problem Based Analysis adalah analisis 
yang menekankan pada penyelesaian permasalahan 
gender yang te rjadi di daerah untuk menyelesaikan isu 
strateg:is gender maupun isu praktis gender. 
Yang dirnaksud dengan "SWOT" yang merupakan 
keperidekan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats adalah teknik analisis gender dengan cara 
mengidentifikasi secara internal kekuatan (Strengths), 
ke .emahan (W eaknesses] dan secara eksternal mengenai 
peiuang (Oppcr1ur1.ities) dan ancaman (Threats) untuk 
menangani perrnasalahan kesenjangan gender. 

Cukup .Ielas. 
Pasal 24 

Yang climaksucl dengan "Data Insiden Khusus" adalah 
data dari sebuah kejadian yang bisa dialami oleh laki­ 
laki atau percrnpuan saja sebagai sebuah kesenjangan 
atau data esenjangan spesifik yang menimpa kelompok 
rer: .. tan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 

Cukup .Jelas. 
Pasal 40 

Pasal 39 
Cukup .Jelas. 

Cukup .Jelas. 
Pasal 38 

Pasal37 
Cukup Jelas. 

Pasa.136 
Cukup Jelas. 

Pasa.135 
Cukup Jelas. 

Cukup .Jelas. 
Pasal34 

Cukup .Jelas. 
Pasal 33 

Pasal 32 
Cukup .Jelas. 

Huruf a 
Cukup .Jelas 

Huruf b 
Ya g dimaksud dengan "bantuan teknis" adalah program 
pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan 
teori clan praktek yang diberikan secara khusus melalui 
pendarnpingan dari. para pakar dalam bidangnya. 

Huruf c 
Cukup Jelas. 

Huruf d 
Cukup Jelas. 

Huruf e 
Cukup .Jelas. 

Huruf f 
C kup .Jelas. 

Huruf g 
Cukup .Jelas. 

Pasal 31 

Cukup .Ielas. 
Pasal 30 

upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan 
gender. 

Ayat (2) 
Cukup .Jelas. 
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